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KATA PENGANTAR 

  

Beberapa tahun terakhir, profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sering menjadi kritikan masyarakat baik karena kinerja atau 

masalah individu. Padahal setiap tahunnya, selain tahun dimana 

terjadinya pandemi, lowongan perekrutan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) tidak pernah sepi peminat. Ribuan orang melamar 

merebut kuota yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KEMENPAN-RB) yang prosesnya terkesan cukup rumit 

dengan berbagai berkas dan prosedur yang lumayan panjang 

hingga tes yang tidak satu kali saja. Tidak jarang yang menyiapkan 

diri matang-matang untuk mengikuti tes ujian CPNS, ada yang 

membuka les khususnya, tutorial di youtube, hingga masih ada 

yang juga terjebak oleh penipuan yang berkedok akan meloloskan 

ujian CPNS tanpa tes. Hal ini menegaskan bahwa profesi PNS 

memang masih menjadi idaman dimata masyarakat. Apa yag 

membuat PNS begitu istimewa?  Yakni adanya identitas khusus 

berupa Nomor Induk Pegawai (NIP), gaji yang disertai dengan 

tunjangan, adanya uang pensiun jika sudah purna hingga jam kerja 

yang dianggap sangat ideal. Namun disisi lain sebagian masyarakat 

memandang sebelah mata bahwa PNS sebagai pegawai yang 

pekerjaannya mudah dan tidak butuh isi kepala. Komentar dan 

stigma tersebut muncul karena label PNS sebagai abdi negara dan 

sekaligus abdi masyarakat yang tidak mencerminkan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan.  

Uniknya, penilaian tersebut tidak mengubah mindset 

masyarakat untuk tetap menjadikan PNS sebagai profesi idaman 

walaupun di tengah-tengah cacian, PNS masih menjadi profesi 

yang disarankan dan pilihan. Jika mau dilihat secara komprehensif, 

PNS yang bekerja dengan sungguh-sungguh jauh lebih banyak 

daripada oknum yang menjadi bahan stigma negatif masyarakat. 

Apalagi saat ini, untuk menjadi PNS harus melewati serangkaian 

tes yang tentunya bukan hal yang mudah. Perlu kemampuan 

akademik yang baik, tidak ada lagi istilah suap menyuap dan KKN 
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dalam prosesnya karena semua dilakukan secara transparan. 

Mengapa di Indonesia menjadi seorang PNS masih begitu 

menjanjikan? Karena perusahaan swasta (pada umumnya) tidak 

memberikan tunjangan untuk hari tua atau pensiun. PNS juga 

dianggap sebagai profesi yang aman, dalam arti walau keadaan 

negara inflasi atau deflasi, krisis atau tidak, PNS akan tetap 

mendapat gaji tetap setiap bulannya. Menjadi PNS juga adalah titik 

aman profesi, selama tidak melanggar profesi, selama tidak 

melanggar kode etik dan tidak berbuat tindak pelanggaran hukum 

maka tidak akan dipecat. Lain halnya dengan bekerja di sektor 

swasta yang rawan dipecat atau saling sikut sesama teman sejawat.   

Mengingat hal tersebut, maka wajar saja jika masyarakat 

berharap lebih agar PNS mampu menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik. Karena tidak dapat dinafikan bahwa gaji 

PNS bersumber dari negara yang notabene sumbernya dari uang 

pajak rakyat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, tentunya 

diharapkan PNS dari semua lingkup dan jenjang menaati peraturan 

tersebut demi tercapainya pelayanan publik yang optimal. Upaya 

yang dapat ditempuh, agar peraturan tersebut memberi efek positif 

yakni dengan memaksimalkan pengawasan dan komitmen dalam 

penegakan kedisiplinan yakni sanksi yang memberi efek jera bagi 

pelanggarnya. 

Adapun judul buku yang ada dihadapan pembaca saat ini 

yaitu “Perspektif Hukum Mengenai Kedisiplinan Pegawai Negeri 

Sipil” yang didalamnya mengulas mengenai Peratauran 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Pegawai 

yang didalamnya membahas mengenai pengertian dan fungsi 

pemerintah, pengertian PNS, pengertian kedisiplinan dan 

pelayanan publik. Pada bab selanjutnya membahas mengenai 

sejarah PNS di Indonesia, tinjauan yuridis mengenai PP Nomor 94 

Tahun 2021 serta implementasi dari peraturan tersebut dan 

bagaimana upaya dalam meningkatkan kedisiplinan PNS dengan 

pemberlakuan reward dan punishment. Di bab terakhir penulis 

mencantumkan pembahasan mengenai hakikat kerja dan kinerja, 

dimana didalamnya membahas mengenai konsep kerja dan kinerja 
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serta kerja tidak semata bertujuan mendapatkan sesuatu yang 

sifatnya materi belaka. Namun lebih dari itu, bahwa sesungguhnya 

kerja merupakan salah satu sarana merefleksikan bentuk ibadah 

kita terhadap sang pencipta.  

Akhirnya harapan penulis bahwa dengan adanya buku yang 

sederhana ini, sedikit banyaknya dapat memberi khasanah 

pengetahuan tentang PNS yang masih menjadi primadona 

dikalangan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana penyusunan 

buku yang lain, penulis menyadari bahwa buku ini belumlah 

sempurna baik dari materi dan susunannya. Dengan lapang dada 

dan kerendahan hati, penyusun bersedia untuk diberi saran dan 

kritik yang bersifat konstruktif (membangun) guna memperbaiki 

buku ini agar lebih baik lagi.  

 

Kolaka,    Mei 2023 

 

 

 

Penulis 
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Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam Kesatuan Negara 

Republik Indonesia (NKRI) sebagai unsur aparatur negara memiliki 

fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan 

perekat serta pemersatu bangsa. Yang menjadi tugas seorang PNS 

adalah sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

atau atasan dalam instansi pemerintah sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka 

PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Kedisiplinan paling utama 

adalah pengelolaan waktu dengan baik dalam hal ini ketepatan 

waktu datang dan pulang kantor. Adapun konsekuensi dari 

ketidakdisiplinan tersebut, maka ada sanksi yang didapatkannya 

(Asih, Rudatyo, & Khaerdin, 2017). 

Pegawai Negeri Sipil yang notabene merupakan pelaksana 

perundang-undangan, wajib berusaha senantiasa taat pada setiap 

peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas 

kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya 

merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan 

harapan bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Peraturan disiplin 

PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan serta 

sanksi apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak ditaati atau 

dilanggar oleh PNS. Keberadaan PNS yang baik, jujur dan memiliki 

kedisiplinan sangat diharapkan oleh masyarakat saat ini agar 

tercipta sistem pemerintahan yang baik dan teratur sebagaimana 

PENDAHULUAN 
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Setiap lembaga atau organisasi memiliki sejarahnya masing-

masing. Setiap awal pembentukannya, tentunya ada sebuah cita-

cita besar yang dicanamkan agar lembaga atau organisasi tersebut 

memiliki nilai tawar (bargaining) dimata negara itu sendiri. Begitu 

pula halnya Pegawai Negara Sipil yang memiliki prinsip dasar yang 

diterapkan yakni memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan 

mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, 

mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia hingga menjalankan 

tugas secara professional dan tidak berpihak. 

Keberadaan PNS yang notabena menjadi aktor penting 

dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 

yang menyebutkan “…..kemudian daripada itu untuk membentuk 

suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial…”. Berdasarkan alinea keempat tersebut, 

menyiratkan bahwa betapa peran PNS menjadi sangat penting 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena tidak tidak dapat 

dinafikan bahwa salah cita-cita negara Indonesia adalah 

mewujudkan kesejahteraan rakyat atau dikenal dengan istilah 

welfare state. 

 

SEJARAH PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI 

INDONESIA 
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Pada tanggal 31 Agustus 2021, Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan peraturan disiplin 

sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. 

Terdapat beberapa penyempurnaan dan ketentuan baru yang 

sebelumnya tidak diatur atau terdapat dalam pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Dalam kedua PP tersebut, 

keduanya mengatur larangan PNS untuk melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Namun pada Pasal 36 didalam PP 

Nomor 94 Tahun 2021 memuat ketentuan baru yaitu adanya 

mekanisme pemeriksaan terhadap indikasi penyalahgunaan 

wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka 

atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selanjutnya jika 

indikasi tersebut terbukti, maka APIP merekomendasikan Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaporkan kepada Aparat 

Penegak Hukum (APH) (Anggoro, 2022). Suatu aturan hukum tidak 

lahir begitu saja. Pembentukan aturan hukum tentunya memiliki 

garis besar tujuan dan landasan kebijakan yang akan dituangkan 

dalam sebuah aturan hukum (ratio legis). Pada dasarnya setiap 

peraturan hukum yang disusun diharapkan membawa perbaikan 

dalam sistem hukum yang akan diberlakukan untuk umum. 

Memahami ratio legis suatu aturan hukum sangat penting karena 

untuk melihat alasan atau tujuan lahirnya peraturan hukum 

tersebut sehingga pada akhirnya mampu membantu dalam 

TINJAUAN YURIDIS 

PERATURAN PEMERINTAH 

NO.94 TAHUN 2021 TENTANG 

KEDISIPLINAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 
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Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa maju 

mundurnya suatu negara setidaknya dipengaruhi pada seberapa 

program-program yang yang dicanangkan dapat berjalan di 

berbagai bidang/sektor. Program-program tersebut lebih 

memungkinkan berhasil bila didukung dengan aparatur yang 

berkualitas. Indikatornya dapat dilihat dengan kerja yang 

berorientasi pada nilai bagi kemanfaatan orang banyak (publik) 

sebagaimana perannya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

Mengingat pentingnya peranan pegawai dalam suatu 

perusahann, maka perlu menanamkan kesadaran kedisiplinan 

pribadi pada pegawai untuk mencegah penyimpangan atau 

pelanggaran dalam menjalankan aktivitasnya. Karena dengan 

kedisiplinan tersebut, tidak hanya berpengaruh terhadap mental 

pegawai tetapi juga berpengaruh pada produktivitas kerja. 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai 

semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. Tanpa disiplin 

pegawai yang baik sulit bagi organisasi instansi pemerintah untuk 

mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat 

kerja serta terwujudnya tujuan instansi, pegawai dan masyarakat. 

Oleh karena itu setiap pimpinan selalu berusaha agar bawahannya 

mempunyai disiplin yang baik (Magdalena, 2020). 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 94 

TAHUN 2021 TENTANG 

KEDISIPLINAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang bisa 

dikatakan cukup berat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya 

dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Undang-Undang  

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa 

PNS memiliki tugas dalam memberikan pelayanan secara prima 

kepada masyarakat dan sebagai perencana, pelaksana, serta 

pengawas dalam pembangunan nasional melalui berbagai program 

atau kebijakan. 

Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, 

guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi 

tindakan-tindakan individu dalam itikad tidak baiknya terhadap 

instansi atau perusahaan. Atau dengan kata lainnya, bahwa disiplin 

berusaha untuk melindungi perilaku yang baik dengan 

menetapkan respons yang dikehendakinya. Meskipun bukan hal 

yang mustahil bahwa menghindarkan kondisi-kondisi yang 

memerlukan disiplin itu lebih baik daripada program pendisiplinan 

yang paling memuaskan, namun disiplin itu sendiri menjadi 

penting karena manusia dan kondisinya yang tidak sempurna 

sehingga seharusnya diarahkan kepada hal yang mempunyai 

tujuan positif. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

kedisiplinan pegawai, maka perlu dilakukannya peningkatan 

kualitas kedisiplinan pada setiap pegawai, pengawasan dalam 

setiap peraturan yang ada, perlu adanya penindakan atas adanya 

pelanggaran dalam setiap tindakan yang dilakukan. Upaya 

UPAYA 

PENINGKATAN 

DISIPLIN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 
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Kerja merupakan sebuah kata benda yang bermakna kegiatan 

melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan (diperbuat), sesuatu 

yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian (Bahasa, 

2008). Kerja menyatu dengan keberadaan manusia. Kerja tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Kerja adalah wadah bagi 

pembentukan diri manusia dalam membangun dunianya. 

Kehidupan manusia tercermin pada pekerjaandan hasilnya. Tanpa 

kerja manusia tidak hidup dan dunia tidak akan terbentuk 

(Sihotang, 2009). Tidak semua aktivitas bisa dinyatakan sebagai 

kerja atau pekerjaan. Ada tiga faktor yang menjadi tolak ukur suatu 

kegiatan dapat disebut kerja atau tidak (Schumacher, 2008) yaitu: 

• Keterlibatan dimensi subjek secara intensif 

Dimensi subjek adalah pikiran, kehendak dan kemauan 

serta kebebasan. Pekerjaan tidak dilakukan dengan asal-asalan, 

melainkan sungguh-sungguh melibatkan totalitas diri subjek. Ia 

memiliki strategi pencapaian hasilnya, merencanakan 

pengembangannya, menentukan keputusan atas hasil yang 

dicapainya, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ia 

bekerja dengan melibatkan cita, karsa dan rasa. Kegiatan yang 

tidak melibatkan potensi internal subjek ini seperti mandi, 

makan dan jalan-jalan, tidak dapat disebut sebagai kerja atau 

pekerjaan;  

• Hasil yang bermanfaat 

Kerja selalu membawa hasil yang berguna, kegiatan yang 

dilakukan tanpa membawa hasil yang bermanfaat dengan 

jangka waktu yang panjang atau pendek maka tidak dapat 

HAKIKAT KERJA 

DAN KINERJA 
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GLOSARIUM 

  

Aparatur Sipil Negara : profesi bagi pegawai negeri sipil 

dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah 

Aturan : hasil perbuatanmengatur, 

tindakan atau perbuatan yang 

harus dijalankan, adat sopan 

santun, ketertiban, serta cara 

mengenai ketentuan, patokan, 

petunjuk, perintah yang telah 

ditetapkan supaya dituruti 

Fungsi primer : untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban dimana masyarakat 

bisa menjalankan kehidupan 

secara wajar 

Fungsi sekunder : merupakan tugas dan fungsi 

pemerintah di bidang 

pemberdayaan maupun dibidang 

pembangunan masyarakat secara 

keseluruhan 

Force Majure : keadaan dimana seseorang 

terhalang memberikan sesuatu 

atau melakukan sesuatu atau 

melakukan perbuatan yang 

dilarang dalam perjanjian 

Karakter : seperangkat sifat yang selalu 

dikagumi menjadi tabda-tanda 

kabaikan, kebajikan dan 

kematangan moral seorang 

Kedisipilinan : suatu pilihan sikap yang diambil 

seseorang dengan kesadaran dan 

kesediannya dalam menaati 

semua peraturan dan norma yang 

berlaku 
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Kerja : wadah bagi pembentukan diri 

manusia dalam membangun 

dunianya 

Kinerja : hakikatnya merupakan suatu cara 

atau perbuatan seseorang dalam 

mencapai hasil tertentu yang 

sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor sehingga dapat dilihat 

apakah pencapaian hasil sudah 

maksimal atau belum 

Kualitas kerja : suatu ketertarikan atau simpati 

seseorang untuk melihat rincian 

dan tingkatan mereka terhadap 

suatu standar yang telah 

ditetapkan oleh seseorang atau 

suatu instansi serta sebagai sarana 

untuk mengidentifikasi 

kemampuan dan kelemahannya 

Kuantitas kerja : banyaknya pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh pegawai dalam 

kurun waktu yang telah 

ditentukan 

Pegawai Negeri Sipil : warga negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat, 

ditentukan, diangkat, dan 

memiliki nomor induk pegawai 

secara nasional oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian serta 

mendapatkan mandate tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau 

tugas negara lainnya yang 

kemudian disebut sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pelayanan publik : kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai 
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dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, 

jasa,dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan 

publik 

Punishment : sebagai tindakan menyajikan 

konsekuensi yang tidak 

menyenangkan atau tidak 

diinginkan sebagai hasil dari 

dilakukannya perilaku tertentu 

Reward : bentuk penghargaan atau imbalan 

jasa yang diberikan kepada 

seseorang atau kelompok karena 

telah melakukan suatu hal 

Sanksi : hukuman atas pelanggaran 

disiplin kerja dan/kode etik yang 

dilakukan karyawan dalam 

bentuk teguran, peringatan 

tertulis, skorsing dengan tujuan 

untuk memperbaiki dan mendidik 

karyawan yang bersangkutan, 

serta pengakhiran hubungan kerja 

apabila karyawan sudah tidak 

dapat dibina. 
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